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Lampiran 7 

 

BUKU 

BIMBINGAN PROPOSAL DAN TESIS 
 

 
Nama   : Abidir Rahman  
 
NIM   : 210211040083  
 
Program Studi  : Magister Hukum Ekonomi Syariah  
 
Pembimbing Proposal : Dr. Hj. Hayatun Na’imah, M.H  
 
Pembimbing Tesis :  1. Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.  
  
      2. Dr. Hj. Hayatun Na’imah, MH  
 
Berlaku   : dari/sampai ……………………….. 
  
 
 
 
 
 
 
Catatan   Buku ini dibawa setiap kali bimbingan dan ujian proposal sampai ujian 

Tesis 
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DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI 

BIMB. 
KE 

TGL CATATAN PEMB.PROPOSAL 
PARAF 
DOSEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 Februari 

2023 

 
Pada Judul agar dijelaskan apakah hanya 
OJK Kalsel?  
PenulisanPasal bisa dijelaskan pada 
batasan istilah saja. 
 
Rumusan Masalah:  
1. Bagaimana peran OJK dalam 

mengimplementasi kan pasal 
28,29,30,31 UU no 21 tahun 2011 
tentang OJK pada Lembaga keuangan 
syariah dalam memberikan 
perlindungan kepada masyarakat di 
kota Banjarmasin? 

2. Bagaimana peran OJK jika dilihat dari 
Maqasid syar’iyyah? 
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PENGESAHAN 
UJIAN PROPOSAL TESIS 

 
Hari/Tgl : Rabu, 8 Maret 2023  

Judul : Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Implementasi Pasal 28, 29,30, 

31 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa 

Keuangan (Studi Kasus Perlindungan Konsumen Lembaga Jasa 

Keuangan Syariah di Banjarmasin)  
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                                         DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI 

BIMB. 
KE 

TGL CATATAN PEMB. I 
PARAF 
DOSEN 

 
Pertama 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rabu, 29 Maret 

2023 

 
 

UNTUK DILANJUTKAN PROSES 
PENYELESAIAN TESIS BAB II, 

BAB III DAN BAB IV  
 
 
 
 
 

 

 

 

DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI 

BIMB. 
KE 

TGL CATATAN PEMB. II 
PARAF 
DOSEN 

 
 
 

Pertama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kamis, 30 Maret 
2023 

 
 
 

UNTUK DILANJUTKAN PROSES 
PENYELESAIAN TESIS BAB II, 

BAB III DAN BAB IV, BAB V 
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DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI 

BIMB. 
KE 

TGL CATATAN PEMB. I 
PARAF 
DOSEN 

 
 

Kedua 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Sabtu, 30 
September  

 
 
 

UNTUK DIPERBAIKI SESUAI 
DENGAN CATATAN 

PEMBIMBING KEDUA 
 
 
 
 
 

 

 

 

DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI 

BIMB. 
KE 

TGL CATATAN PEMB. II 
PARAF 
DOSEN 

 
 
 

Kedua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Sabtu, 30 
September 2023 

 
 
 

CATATAN, 
1. LATAR BELAKANG BELUM 

NAMPAK TENTANG 
LEMBAGA KEUANGAN 
SYARIAH 

2. RUMUSAN MASALAH NO 1 
DIHILANGKAN SAJA 
KARENA SUDAH TERJAWAB 
PADA PERATURAN 
PERUNDANGAN 

3. REFERINSI DITULIS 
DIAKHIR TULISAN TESIS INI. 
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DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI 

BIMB. 
KE 

TGL CATATAN PEMB. I 
PARAF 
DOSEN 

 
 
 
 

Ketiga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Jum’at, 20 

Oktober 2023 

 
 
 
 

SILAHKAN DIAJUKAN UNTUK 
MENDAPATKAN 

PERSETUJUAN TESIS DAN 
PENGAJUAN UJIAN TESIS. 

 
 
 
 
 

 

 

DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI 

BIMB. 
KE 

TGL CATATAN PEMB. II 
PARAF 
DOSEN 

 
 
 
 
 

Ketiga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Rabu, 4 Oktober 
2023 

 
 
 
 
 

KESIMPULAN MERUPAKAN 
JAWABAN DARI RUMUSAN 

MASALAH, BUKAN 
RINGKASAN TESIS 
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PERSETUJUAN 

AKUMULASI KEMAJUAN TESIS 
Materi Disetujui 
 Pembimbing I Pembimbing II 
 Tgl Paraf Tgl Paraf 

1. Proposal     
2. Pengumpulan Data     
3. Pengolahan Data     

Penulisan*)     
4. Bab I     
5. Bab II     
6. Bab III     
7. Bab IV     
8. Bab     
9. Kesimpulan & Saran     
10. Abstrak     
11. Pelengkap (Daftar Isi, Daftar 

Tabel, Daftar Pustaka, dll) 
    

 
Terisi Secara Keseluruhan dapat disetujui untuk diujikan 

Tanda Tangan/ Tanggal 
Pembimbing I Pembimbing II Ketua Prodi 

 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. 
 

 
 
 
 
 

Dr. Hj. Hayatun Na’imah, M.H 

 
 
 
 
 

Dr. Ilham Akbar, SH., M. Kn. 

 
 

PRASYARAT UJIAN MUNAQASAH TESIS 
 

1. Mendapatkan Persetujuan Pembimbing I dan II serta Ketua Prodi masing-masing, 
dibuktikan melalui buku bimbingan proposal dan tesis; 

2. Mengisi formulir ujian Munaqasah, dan di tanda tangani oleh |Pemb. 1 dan 2dapat 
diambil di bagian Mikwa; 

3. Menyelesaikan Administrasi Keuangan dan di Mikwa; 
4. Menyerahkan Tesis sebanyak 4 eksemplar. 

 
Semua Blanko Surat Menyurat Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin bisa anda 
unduh pada link berikut ini: http://idr.iain-antasari.ac.id/3598/ 
 
 

SUKSES UNTUK ANDA 
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Lampiran 8 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Isi 
Lampiran hanya pasal-pasal yang terkait dengan pelindungan konsumen. 

 

  



 

 
 
 
 
 
 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 21 TAHUN 2011 

 

TENTANG OTORITAS JASA 

KEUANGAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 
 
Menimbang : a.   bahwa  untuk  mewujudkan  perekonomian  nasional  yang 

mampu tumbuh    secara    berkelanjutan    dan    stabil, 

diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang 
terselenggara secara   teratur,   adil,   transparan,   dan 

akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang 
tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu 
melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat; 

 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, diperlukan otoritas jasa keuangan yang 
memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan 

pengawasan terhadap   kegiatan   di   dalam   sektor   jasa 
keuangan secara terpadu, independen, dan akuntabel; 

 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang- 
Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan; 

 
 

Mengingat     : 1.   Pasal  5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

 

2.   Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1999  tentang  Bank 
Indonesia  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 
1999  Nomor  66,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 

Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang 

 
 

Bank ...



4. Lembaga ... 
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Bank   Indonesia   Menjadi   Undang-Undang   (Lembaran 

Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2009   Nomor   7, 
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 
4962); 

 
 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
 

dan 
 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
 
 
 

MEMUTUSKAN: 
 
 
Menetapkan   :   UNDANG-UNDANG TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN. 

 

 
 

BAB I KETENTUAN 
UMUM 

 
 

Pasal 1 
 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 
 

1. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, 

adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur 
tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan 
wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan 

penyidikan sebagaimana   dimaksud   dalam   Undang- 
Undang ini. 

 

2. Dewan Komisioner adalah pimpinan tertinggi OJK yang 
bersifat kolektif dan kolegial. 

 

3. Kepala Eksekutif adalah anggota Dewan Komisioner yang 
bertugas memimpin pelaksanaan pengawasan kegiatan 

jasa keuangan dan melaporkan pelaksanaan tugasnya 
kepada Dewan Komisioner.



10. Lembaga ... 
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4. Lembaga    Jasa    Keuangan    adalah    lembaga    yang 

melaksanakan kegiatan   di   sektor   Perbankan,   Pasar 
Modal, Perasuransian,     Dana     Pensiun,     Lembaga 
Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. 

 

5. Perbankan  adalah  segala  sesuatu  yang  menyangkut 

tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, 
serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan 
usahanya secara konvensional dan syariah sebagaimana 

dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan 
dan undang-undang mengenai perbankan syariah. 

 

6. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan 
Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan 

Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, 
serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek 
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai 

pasar modal. 
 

7. Perasuransian    adalah    usaha    perasuransian    yang 
bergerak di sektor usaha asuransi, yaitu usaha jasa 
keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat 

melalui pengumpulan   premi   asuransi   memberikan 
perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa 

asuransi  terhadap  timbulnya  kerugian  karena  suatu 
peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau 
meninggalnya seseorang, usaha reasuransi, dan usaha 

penunjang usaha asuransi yang menyelenggarakan jasa 
keperantaraan, penilaian kerugian asuransi dan jasa 

aktuaria, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang 
mengenai usaha perasuransian. 

 

8. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan 
menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun 
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai 

dana pensiun. 
 

9. Lembaga    Pembiayaan    adalah    badan    usaha    yang 
melakukan   kegiatan     pembiayaan     dalam     bentuk 
penyediaan  dana   atau   barang   modal   sebagaimana 

dimaksud dalam     peraturan     perundang-undangan 
mengenai lembaga pembiayaan.



18. Menteri ... 
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10. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya adalah pergadaian, 

lembaga penjaminan,   lembaga   pembiayaan   ekspor 
Indonesia,  perusahaan  pembiayaan sekunder 
perumahan,  dan    lembaga    yang    menyelenggarakan 

pengelolaan dana   masyarakat   yang   bersifat   wajib, 
meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, 

dan kesejahteraan,    sebagaimana    dimaksud    dalam 
peraturan  perundang-undangan  mengenai  pergadaian, 
penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, 

perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan 
pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta 

lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh 
OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

 

11.  Peraturan OJK adalah peraturan tertulis yang ditetapkan 
oleh Dewan Komisioner, mengikat secara umum, dan 
diundangkan dalam    Lembaran    Negara    Republik 

Indonesia. 
 

12.  Peraturan Dewan Komisioner adalah peraturan tertulis 
yang ditetapkan oleh Dewan Komisioner dan mengikat di 
lingkungan internal OJK. 

 

13.  Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

 

14.  Lembaga Penjamin Simpanan adalah Lembaga Penjamin 
Simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang 
mengenai lembaga penjamin simpanan. 

 

15. Konsumen  adalah  pihak-pihak  yang  menempatkan 
dananya dan/atau   memanfaatkan   pelayanan   yang 

tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah 
pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis 

pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, 
berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor 
jasa keuangan. 

 

16.  Pemerintah adalah pemerintah Republik Indonesia. 
 

17.  Gubernur Bank Indonesia adalah pemimpin merangkap 
anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia.



(2) OJK ... 
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18. Menteri       Keuangan       adalah       menteri       yang 

menyelenggarakan urusan   pemerintahan   di   bidang 
keuangan. 

 

19.  Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan 
adalah pemimpin merangkap anggota Dewan Komisioner 

Lembaga Penjamin Simpanan. 
 

20.  Ex-officio adalah jabatan seseorang pada lembaga tertentu 

karena tugas dan kewenangannya pada lembaga lain. 
 

21.  Komite Etik adalah organ pendukung Dewan Komisioner 
yang bertugas mengawasi kepatuhan Dewan Komisioner, 

pejabat dan pegawai OJK terhadap kode etik. 
 

22.  Dewan Audit adalah organ pendukung Dewan Komisioner 

yang bertugas  melakukan  evaluasi  atas  pelaksanaan 
tugas OJK serta menyusun standar audit dan manajemen 

risiko OJK. 
 

23.  Panitia   Seleksi   adalah   panitia   yang   dibentuk   oleh 

Presiden yang bertugas untuk memilih dan menetapkan 
calon anggota Dewan Komisioner untuk disampaikan 

kepada Presiden. 
 

24.  Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi. 
 

25. Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan adalah 
forum koordinasi yang dibentuk untuk menjaga stabilitas 
sistem keuangan yang anggotanya terdiri atas Menteri 

Keuangan selaku   koordinator   merangkap   anggota, 
Gubernur Bank Indonesia selaku anggota, Ketua Dewan 
Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan selaku anggota, 

dan Ketua Dewan Komisioner OJK selaku anggota. 
 
 
 

BAB II 

PEMBENTUKAN, STATUS, DAN TEMPAT KEDUDUKAN 
 
 

Pasal 2 
 

(1)   Dengan Undang-Undang ini dibentuk OJK.



Pasal 6 ... 
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(2) OJK    adalah    lembaga    yang    independen    dalam 

melaksanakan tugas   dan   wewenangnya,   bebas   dari 
campur  tangan  pihak  lain,  kecuali  untuk hal-hal yang 
secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini. 

 
 
 

Pasal 3 
 
 

(1)  OJK berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

(2)  OJK  dapat  mempunyai  kantor  di  dalam  dan  di  luar 
wilayah Negara   Kesatuan   Republik   Indonesia   yang 
dibentuk sesuai dengan kebutuhan. 

 
 
 

BAB III 
TUJUAN, FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG 

 
 
 

Pasal 4 
 
 

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di 
dalam sektor jasa keuangan: 

 

a. terselenggara   secara   teratur,   adil,   transparan,   dan 
akuntabel; 

b. mampu  mewujudkan  sistem  keuangan  yang  tumbuh 
secara berkelanjutan dan stabil; dan 

c. mampu    melindungi    kepentingan    Konsumen    dan 
masyarakat. 

 
 
 

Pasal 5 

 
OJK berfungsi  menyelenggarakan  sistem  pengaturan  dan 

pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan 
di dalam sektor jasa keuangan.



c. pengaturan ... 
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Pasal 6 
 
 

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan 
terhadap: 

a.   kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; 

b.   kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan 

c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana 
Pensiun, Lembaga   Pembiayaan,   dan   Lembaga   Jasa 
Keuangan Lainnya. 

 
 

Pasal 7 
 
 

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di 
sektor  Perbankan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6 

huruf a, OJK mempunyai wewenang: 

a. pengaturan   dan   pengawasan   mengenai   kelembagaan 
bank yang meliputi: 

1. perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor 

bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, 
kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, 
konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin 

usaha bank; dan 

2. kegiatan  usaha  bank,  antara  lain  sumber  dana, 
penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di 
bidang jasa; 

b. pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank 
yang meliputi: 

1. likuiditas,  rentabilitas,  solvabilitas,  kualitas  aset, 
rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum 

pemberian kredit,     rasio     pinjaman     terhadap 
simpanan, dan pencadangan bank; 

2. laporan  bank  yang  terkait  dengan  kesehatan  dan 
kinerja bank; 

3.    sistem informasi debitur; 

4.    pengujian kredit (credit testing); dan 

5.    standar akuntansi bank;



Pasal 9 ... 
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c. pengaturan  dan  pengawasan  mengenai  aspek  kehati- 
hatian bank, meliputi: 

1.    manajemen risiko; 

2.    tata kelola bank; 

3.    prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; 

dan 

4. pencegahan  pembiayaan  terorisme  dan  kejahatan 
perbankan; dan 

d.    pemeriksaan bank. 
 

 
 
 

Pasal 8 
 
 

Untuk    melaksanakan    tugas    pengaturan    sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang: 

 

a.    menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini; 

b. menetapkan  peraturan  perundang-undangan  di  sektor 
jasa keuangan; 

c.    menetapkan peraturan dan keputusan OJK; 

d. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor 
jasa keuangan; 

e.    menetapkan   kebijakan   mengenai   pelaksanaan   tugas 
OJK; 

f. menetapkan  peraturan  mengenai  tata  cara  penetapan 
perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan 

pihak tertentu; 

g. menetapkan  peraturan  mengenai  tata  cara  penetapan 
pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan; 

h. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta 
mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan 

dan kewajiban; dan 

i. menetapkan  peraturan  mengenai  tata  cara  pengenaan 
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan di sektor jasa keuangan.



BAB IV ... 
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Pasal 9 
 
 

Untuk    melaksanakan    tugas    pengawasan    sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang: 
 

a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap 

kegiatan jasa keuangan; 

b. mengawasi    pelaksanaan    tugas    pengawasan    yang 

dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif; 

c. melakukan    pengawasan,    pemeriksaan,    penyidikan, 

perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap 

Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang 

kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam 

peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; 

d.    memberikan  perintah  tertulis  kepada  Lembaga  Jasa 

Keuangan dan/atau pihak tertentu; 
 

e.    melakukan penunjukan pengelola statuter; 
 

f.     menetapkan penggunaan pengelola statuter; 
 

g. menetapkan  sanksi  administratif  terhadap  pihak  yang 

melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang- 

undangan di sektor jasa keuangan; dan 

h.    memberikan dan/atau mencabut: 
 

1.  izin usaha; 

2.  izin orang perseorangan; 

3.  efektifnya pernyataan pendaftaran; 

4.  surat tanda terdaftar; 

5.  persetujuan melakukan kegiatan usaha; 

6.  pengesahan; 

7.  persetujuan atau penetapan pembubaran; dan 

8.  penetapan lain, 
 

sebagaimana  dimaksud  dalam  peraturan  perundang- 

undangan di sektor jasa keuangan.
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HANYA UNTUK KEPENTINGAN LAMPIRAN TESIS 
 
 

DIPOTONG MULAI DARI PASAL 10 HINGGA PASAL 27 
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BAB VI 
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT 

 
 
 

Pasal 28 
 
 

Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK 

berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian 

Konsumen dan masyarakat, yang meliputi: 
 

a. memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat 

atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan 

produknya; 

b. meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan 

kegiatannya apabila   kegiatan   tersebut   berpotensi 

merugikan masyarakat; dan 

c. tindakan  lain  yang  dianggap  perlu  sesuai  dengan 

ketentuan  peraturan  perundang-undangan  di  sektor 

jasa keuangan. 
 
 
 

Pasal 29 
 
 

OJK melakukan pelayanan pengaduan Konsumen yang 

meliputi: 
 

a. menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan 

pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di 

Lembaga Jasa Keuangan; 

b. membuat   mekanisme   pengaduan   Konsumen   yang 

dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; dan 
 

c. memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang 

dirugikan oleh  pelaku  di  Lembaga  Jasa  Keuangan 

sesuai dengan   peraturan   perundang-undangan   di 

sektor jasa keuangan.
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Pasal 30 
 
 

(1) Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK 

berwenang melakukan    pembelaan    hukum,    yang 

meliputi: 
 

a. memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu 

kepada Lembaga     Jasa     Keuangan     untuk 

menyelesaikan pengaduan     Konsumen     yang 

dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud; 
 

b.   mengajukan gugatan: 
 

1. untuk  memperoleh  kembali  harta  kekayaan 

milik pihak yang dirugikan dari pihak yang 

menyebabkan kerugian, baik yang berada di 

bawah penguasaan pihak yang menyebabkan 

kerugian dimaksud    maupun    di    bawah 

penguasaan  pihak  lain  dengan  itikad  tidak 

baik; dan/atau 
 

2. untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak 

yang menyebabkan kerugian pada Konsumen 

dan/atau Lembaga  Jasa  Keuangan  sebagai 

akibat dari    pelanggaran    atas    peraturan 

perundang-undangan di sektor jasa keuangan. 
 

(2) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b 

angka 2 hanya digunakan untuk pembayaran ganti 

kerugian kepada pihak yang dirugikan. 
 
 
 
 
 

Pasal 31 
 
 

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan Konsumen 

dan masyarakat diatur dengan Peraturan OJK. 
 
 
 
 

BAB VII ...
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HANYA UNTUK KEPENTINGAN LAMPIRAN 
TESIS 

  
 

DIPOTONG MULAI DARI PASAL 32 SAMPAI 
DENGAN PASAL 69 

 
 
 



4. Undang-Undang ... 

 

 

 
 
 
 

Pasal 70 
 
 

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: 
 

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang  Usaha 

Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia   Nomor   3467)   dan   peraturan 

pelaksanaannya; 
 

2. Undang-Undang   Nomor   7   Tahun   1992   tentang 

Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah 

diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 

1998  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan   

Lembaran   Negara   Republik   Indonesia Nomor 3790) 

dan peraturan pelaksanaannya; 
 

3.   Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana 

Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1992   Nomor   37,   Tambahan   Lembaran   Negara 

Republik Indonesia Nomor 3477) dan peraturan 

pelaksanaannya;



Agar ... 
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4.   Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar 

Modal  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 

1995   Nomor   64,   Tambahan   Lembaran   Negara 

Republik Indonesia Nomor 3608) dan peraturan 

pelaksanaannya; 
 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank 

Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang 

Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  23 

Tahun   1999   tentang   Bank   Indonesia      menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4962) dan peraturan 

pelaksanaannya; 
 

6. Undang-Undang   Nomor   21   Tahun   2008   tentang 

Perbankan Syariah   (Lembaran   Negara   Republik 

Indonesia  Tahun  2008  Nomor  94,  Tambahan 

Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4867) 

dan peraturan pelaksanaannya; dan 
 

7. peraturan perundang-undangan lainnya di sektor jasa 

keuangan, 
 

dinyatakan  tetap  berlaku  sepanjang  tidak  bertentangan 

dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini. 
 
 

Pasal 71 
 
 

Undang-Undang    ini    mulai    berlaku    pada    tanggal 

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Undang-Undang  ini  dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia. 

 

 
 
 
 

Disahkan di Jakarta 

pada tanggal 22 November 2011 
 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 
 
 
 
 

Diundangkan di Jakarta 
 

pada tanggal 22 November 2011 
 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI 
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, 

 
ttd. 

 
AMIR SYAMSUDIN 

 
 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 111. 
 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
Asisten Deputi Perundang-undangan 

Bidang Perekonomian, 
 
 
 
 
 

SETIO SAPTO NUGROH 
 
 
 
 
 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5253
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Lampiran 9 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penguatan dan Pengembangan 
Sektor Keuangan (UUP2SK). Isi lampiran hanya yang terkait Penguatan dan 
Pengembangan Otoritas Jasa Keuangan. 

 

 

  

































 

HANYA UNTUK KEPENTINGAN 

LAMIPIRAN TESIS 
 
 

DIPOTONG   SAMPAI DENGAN AKHIR 

BAGIAN 3   
 























































HANYAAUNTUK KEPENTINGAN 

LAMPIRAN TESIS 
 
 

DIPOTOTONG SAMPAI PASAL PENUTUP 
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Lampiran 10 
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Desember 2012) 
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